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Salah satu tuntutan masyarakat pada awal gerakan reformasi adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945,
yang bertujuan mewujudkan demokratisasi melalui penerapan 3(tiga) pilar "good governance" yaitu
transparansl, partisipasi dan akuntabilitas |lembaga-lembaga negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal | ayat
(2) perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945, telah mendorong
MPR mengeluarkan kebijakan tentang penugasan Badan Pekerja mel aksanakan pemasyarakatan atau
sosialisasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai ketentuan pasal 31 huruf e, TAP MPR No. 111
MPR/I2003, dengan tujuan memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada masyarakat.

Berdasarkan kerangkateori dari Sabatier dan Mazmanian yang mengatakan bahwa implementasi merupakan
tahap-tahap proses yang terdiri atas lima variabel yaitu keluaran kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran,
dampak nyata, dampak yang dikehendaki dan revisi/penyempurnaan kebijakan, serta Edwards 111 yang
mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber-sumber, sikap
pelaksana dan struktur birokrasi, serta metode penelitian deskriptif kuantitatif, diketahui bahwa
implementasi kebijakan pemasyarakatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002-2003 oleh
Badan Pekerja MPR, belum sepenuhnya berhasil memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh
kepada masyarakat.

Belum tercapainya tujuan kebijakan pemasyarakatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Badan
Pekerja MPR, diduga disebabkan variabel sumber daya, variabel komunikasi, variabel kelembagaan dan
variabel lingkungan.

Kelemahan sumber daya pel aksanaan kebijakan terutama disebabkan oleh kurang memadainya jumlah dan
kemampuan pel aksana kebijakan yang tercermin dari rendahnya jangkauan sosialisasi, kurangnyadisiplin,
rendahnya kesepahaman di antara pel aksana kebijakan, lemahnya persiapan dan intensitas hubungan dengan
kelompok sasaran, sertalemahnya sosialisasi internal diantara para pelaksana kebijakan. Terbatasnya
sumber dayatersebut di atas jugs berpengaruh terhadap kurang efektifnya komunikasi, yang tercermin dari
kurangnya kesepahaman, kurang jelasnya pembagian tugas, kurangnya kesamaan bahasa diantara para

pel aksana kebijakan, serta rendahnya intensitas komunikasi antara pel aksana kebijakan dengan kel ompok
sasaran. Frekuensi pemberitaan yang rendah, serta rendahnya citra dan penguasaan opini publik telah
mengakibatkan rendahnya daya tanggap masyarakat terhadap pel aksanaan sosialisasi.
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Kelemahan organisasi pel aksanaan/kelembagaan, terutama disebabkan oleh rendahnya akses kel embagaan
Badan Pekerja MPR sebagai pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran, sertatidak adanya kelembagaan
khusus yang menangani kebijakan sosialisasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi demikian
mengakibatkan pola hubungan dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran bersifat insidental.

Pencapaian tujuan kebijakan sosialisasi juga dipengaruhi oleh kelemahan kondisi lingkungan, terutama
lemahnya layanan informasi, kurang sesuainya metode sosialisasi, kurangnya kesepahaman dan rendahnya
tindak lanjut aspirasi masyarakat telah menimbulkan kejenuhan diantara kelompok sasaran.

Untuk memperbaiki implementasi kebijakan sosialisasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, perlu
dilakukan beberapa hal antaralain :

1. Meningkatkan disiplin, pemahaman dan penguasaan substansi materi perubahan Undang-Undang Dasar
1945, serta meningkatkan sosialisasi internal di antara Anggota Badan Pekerja MPR, untuk mencapal
pemahaman yang sama terhadap substansi materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Meningkatkan intensitas dialog untuk mencapai kesepahaman, kejelasan pembagian tugas, kesamaan
bahasa diantara pel aksana kebijakan sosialisasi dan intensitas pemberitaan atau komunikas antara Badan
Pekerja MPR dengan kelompok sasaran (public relations), untuk menjaga citra dan opini publik terhadap
Badan Pekerja MPR.

3. Membentuk sebuah kelembagaan khusus yang dapat melakukan evaluasi dan pengkajian menyeluruh
terhadap metode sosialisasi, serta menjalin kerjasama atau hubungan kelembagaan dengan kelompok
sasaran dan seluruh pihak terkait (stakeholders).

4. Mengoptimalisasikan sistem informasi yang ada (website dan Internet) secara profesional dengan
memanfaatkan teknologi informasi yang tepat dan sesuai, sehingga perubahan Undang-Undang Dasar 1945
dapat disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat atau kelompok sasaran.



